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I RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) merupakan perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak dibidang penjaminan, dan telah
mendapatkan izin Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Nomor AHU-24035.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013. Tujuan utama dilakukannya
penjaminan kredit adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil,
mikro, dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki agunan yang cukup untuk
mendapatkan pinjaman sehingga UMKM bisa lebih mudah mengakses kredit ke perbankan
maupun Lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga
penjaminan yaitu PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang dilatarbelakangi oleh pemikiran
sebagaimana perusahaan sebagai jembatan UMKM dengan perbankan untuk
mendapatkan pinjaman.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)
merupakan komitmen perusahaan dalam menggambarkan rencana kegiatan usaha dan
program kerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip yang
digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan (RAKB) merupakan tugas dan kepatuhan terhadap Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2027 tentang Penerapan Keuangan
Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Keuangan
Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan
ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas
Perusahaan penjaminan terus mendorong agar terwujudnya keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat yang
berkelanjutan, lembaga penjamin perlu menempatkan aset pada instrumen yang
berkaitan dengan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal itu, PT Jamkrida Sumbar
(Perseroda) tidak hanya terbatas pada pemberian kemudahan kepada para pelaku
UMKM dalam mendapatkan akses pinjaman dari Bank maupun lembaga keuangan
lainnya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung
pembangunan daerah yang berkelanjutan. PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) hingga kini
dengan konsisten terus berinovasi mengembangkan pelayanan berbasis digitalisasi dan
memberikan penjaminan produk-produk dalam membantu mendorong perkembangan
perekonomian, tata kelola perusahaan yang baik, hingga peningkatan literasi keuangan
kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Keuangan berkelanjutan
mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga kelestarian lingkungan, serta
meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

A. Pencapain Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Perusahaan telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab sebagai pelapor
rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan realisasi keuangan
berkelanjutan.

b. Perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai peraturan otoritas jasa
keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan public.

c. Perusahaan juga telah melaksanakan sosialisasi dan peningkatan produk layanan
jasa keuangan non bank melalu kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang
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telah direncanakan pada rencana bisnis setiap tahunnya.
d. Perusahaan telah memberikan pelatihan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai
bagian yang mengelola pelaporan aksi keuangan berkelanjutan dan memberikan
pelatihan kepada setiap pegawai sesuai dengan bagian masing-masing.

e. Perusahaan telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan
sesuai dengan alokasi dana setiap tahunnya.

B. Visi dan Misi

VISI
Menjadi Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Yang Terbaik, Terpercaya, Profesional,
dan Mandiri
1. Terbaik, artinya kita bercita-cita untuk menjadikan Lembaga ini menjadi

Lembaga Penjaminan Kredit yang Terbaik, dalam arti semua unsur Perseroan akan
bekerja sebaik mungkin untuk mencapai tujuan Perseroan.

2. Terpercaya, artinya bahwa Lembaga Penjaminan sudah menjalankan
prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang baik, memberikan layanan yang
memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan.

3. Profesional dan Mandiri, mencerminkan pola kerja yang sesuai dengan
perkembangan dan menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

MISI
1. Memberikan Jasa Penjaminan Kredit dalam rangka turut berkontribusi pada

kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat
2. Turut serta berkontribusi meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Penciptaan

laba Kegitan Penjaminan Kredit
3. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholders secara berkesinambungan

dan berimbang dan senantiasa mengantisipasi perubahan untuk kemajuan
Perusahaan

Visi dan Misi PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) secara keseluruhan berkaitan
telah berkaitan dengan pengimplementasian keuangan berkelanjutan.

C. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) berupaya
untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang mampu mengedepankan
stabilitas antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup serta ekosistem
perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat.

D. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Program penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan ini akan dilakukan secara
bertahap melalui 4 (empat) fase yang akan diimplementasikan oleh PT Jamkrida
Sumbar (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan Perusahaan sebagai berikut:
Fase I : Tahap persiapan pada tahun 2024

Fase II : Tahap implementasi awal pada tahun 2025-2026

Fase III : Tahap implementasi lanjutan pada tahun 2027-2028

Fase IV :
Tahap implementasi penuh, atau tahapan dimana PT Jamkrida
Sumbar ditargetkan telah

mencapai visi misi keuangan berkelanjutan pada tahun 2029

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) telah menetapkan beberapa program prioritas
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dalam
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pelaksanaan jangka panjang 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024-2029 dan jangka
pendek 1 (satu) tahun.

1. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka panjang 5 (lima) tahun

Tahun No Target Kegiatan Indikator Keberhasilan

2024

1

Penugasan tupoksi program
kepada bagian yang ditunjuk
untuk pengelolaan Aksi
Keuangan
Berkkelanjutan

Ditunjuknya bagian/satuan
kerja yang mengelola Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan

2
Melaksanakan Kegiatan
Literasi dan Inklusi Keuangan

Terlaksananya sosialisasi dan
peningkatan produk dan/atau
layanan jasa keuangan
non bank

Tahun No Target Kegiatan Indikator Keberhasilan

2025

1
PengembanganSumber

Daya
Manusia (SDM)

a. Memberikan pelatihan
kepada pegawai yang
ditunjuk sebagai bagian yang
mengelola Aksi Keuangan
Berkelanjutan

b. Terlaksananya pelatihan
untuk seluruh pegawai
Perusahaan sesuai dengan
bagiannya masing-masing

2
Penyaluran Dana Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan

Realisasi Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan sesuai
dengan alokasi Dana
setiap tahunnya

2026

1
Penyusunan Pedoman
Perusahaan terkait Aksi
Keuangan Berkelanjutan

Tersedianya Pedoman
Perusahaan tentang Aksi
Keuangan Berkelanjutan yang
telah
disetujui oleh Direksi dan Dewan
Komisaris

2
Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur Aksi
Keuangan Berkelanjutan

Telah tersedianya Standar
Operasional
Perusahaan tentangAksi
Keuangan Berkelanjutan yang
telah disetujui Direksi

2027

1
Penyusunan sistem
pengawasan dan
pelaporan penerapan aksi
keuangan berkelanjutan

Telah adanya pedoman
system pengawasan dan
pelaporan penerapan aksi
keuangan berkelanjutan

2

Melaksanakan
pengembangan dan/atau
perubahan jaringan kantor
serta pembaharuan
Teknologi
Informasi

Terlaksananya pengembangan
dan/atau perubahan jaringan
kantor serta pembaharuan
Teknologi Informasi



Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) | 2026 5

2028

1
Pelaksanaan review dan
penyesuaian Pedoman
Perusahaan terkait

Review dan penyesuaian
Pedoman Perusahaan setiap
bagian serta kajian
risikonya

2
Melaksanakan Kegiatan
Literasi dan Inklusi Keuangan

Terlaksananya sosialisasi dan
peningkatan
produk dan/atau layanan jasa
keuangan non bank

3
Pengembangan atau
perluasan kegiatan usaha

Telah terlaksananya
penambahan mitra
bisnis baru, produk/jasa
penjaminan, maupun
turunannya

2029 1

Mewujudkan penerapan
keuangan berkelanjutan
yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan

Akselerasi penjaminan kredit
kepada kegiatan usaha kategori
berkelanjutan

2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka pendek 1 (satu) tahun

Target kegiatan prioritas yaitu menyediakan pedoman dan standar operasional
dan prosedur (SOP) terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan, diberikannya
pelatihan dan pengembangan untuk seluruh pegawai sesuai dengan bagiannya
masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah dietapkan setiap
tahunnya, dan penyaluran penyaluran dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang sesuai dengan tujuan penyalurannya.

Bulan No Target Kegiatan Indikator Keberhasilan

Januari-Juni 1 Penyusunan Pedoman
Perusahaan terkait Aksi
Keuangan Berkelanjutan

Tersedianya Pedoman
Perusahaan tentang Aksi
Keuangan Berkelanjutan
yang telah disetujui oleh Direksi

Juli-
Desember

2
Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur
(SOP) Aksi Keuangan
Berkelanjutan

a. Melakukan riset terkait
SOP Aksi Keuangan
Berkelanjutan yang dapat
diterapkan di Perusahaan

b. Tersedianya Standar
Operasional
Perusahaan (SOP) tentang
Aksi Keuangan
Berkelanjutan

Januari-
Desember

3

a. Melanjutkan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM)

b. Melanjutkan penyaluran
Dana Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan

a. Terlaksananya pelatihan
untuk seluruh pegawai
Perusahaan sesuai dengan
rencana kerja tahunan
yang telah disetujui oleh
Perusahaan

b. Realisasi tanggung jawab
sosial dan lingkungan
sesuai dengan
alokasi dana setiap
tahunnya
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E. Alokasi Sumber Daya untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menugaskan bagian yang mengelola aksi
keuangan berkelanjutan perusahaan dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia
(SDM), dana, dan mitra-mitra strategis untuk mengimplementasikan program yang
berkaitan dengan keuangan berkelanjutan sebagai berikut:
1. Penyusunan Pedoman dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Aksi

Keuangan Berkelanjutan pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) untuk
menetapkan aturan-aturan yang dapat diterapkan perusahaan dalam
melaksanakan keuangan berkelanjutan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan rencana anggaran pada
tahun buku 2026 sebesar Rp 577.300.000,-

3. Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan alokasi
anggaran sebesar 3-5% dari laba bersih Perusahaan setiap tahunnya.

F. Pegawai, pejabat atau unit kerja yangmenjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan yaitu:

No Bagian Tugas danWewenang

Direksi
Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan
Program Aksi Keuangan Berkelanjutan PT
Jamkrida Sumbar secara keseluruhan

1 LEGAL, AUDIT INTERNAL

Legal
Melakukan reviewdan rekomendasi terkait
aspek legal
Perusahaan terhadap Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan

Audit Internal
Melakukan review dan rekomendasi terkait aspek
Perusahaan
terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

2 DIVISI BISNIS

Kepatuhan
Melakukan review dan rekomendasi terkait
aspek kepatuhan
terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Bagian Penjaminan
Melaksanakan dan mengembangkan program
yang berkaitan
dengan Penjaminan secara Konvensional

Bagian Penjaminan
Syariah

Melaksanakan dan mengembangkan program
yang berkaitan
dengan Unit Usaha Syariah

Bagian Klaim&Subrogasi
Melaksanakan dan mendukung program bisnis,
proses klaim, dan subrogasi terhadap risiko
bisnis Perusahaan sesuai dengan
kebijakan Perusahaan

No Bagian Tugas danWewenang
3 DIVISI OPERASIONAL

Bagian SDM
Melakukan peningkatan kompetensi karyawan
yang berkaitan
dengan kebutuhan operasional perusahaan
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Bagian Keuangan,
Akuntansi, & Investasi

Mendukung pelaporan bulanan keuangan, dan
menempatkan maupun meningkatkan portofolio
investasi sesuai dengan
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Bagian Manajemen
Risiko

a. Menyusun Pedoman Perusahaan tentang Aksi
Keuangan Berkelanjutan

b. Melakukan monitoring risiko penjaminan maupun
risiko lainnya terkait penerapan Aksi Keuangan
Berkelanjutan

c. Bertanggung jawab kepada Direksi terhadap
pengelolaan Program Aksi Keuangan
Berkelanjutan secara keseluruhan melalui
laporan RAKB dan laporan berkelanjutan
yang diserahkan kepada OJK

Bagian Umum & TI

a. Mendukung dan mengadakan kebutuhan
Perusahaan agar bisnis Perusahaan dapat
berjalan sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan

b. Mengadakan kebutuhan terkait program
Corporate Social Responsibility (CSR)

c. Membuat dan mengembangkan aplikasi maupun
sistem untuk meningkatkan produk/jasa
sesuai dengan core bisnis Perusahaan
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II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Pihak yang terlibat dalamMenyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), PT
Jamkrida Sumbar (Perseroda) merujuk pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017
tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan,
Emiten, dan Perusahaan Publik. Bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS
yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten
dengan asset skala kecil, perusahaan efek nasabah, perusahaan pergadaian,
perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2024.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RAKB Tahun 2026 terdiri dari
Direksi, Divisi Bisnis hingga Divisi Operasional yang melibatkan setiap bagian
dalam organisasi untuk membantu merealisasikan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan ini, PT
Jamkrida Sumbar (Perseroda) tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau
konsultan.
Proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Jamkrida Sumbar
(Perseroda) sebagai berikut:
1. Perumusan format laporan RAKB
2. Pengumpulan data, perumusan road map aksi keuangan berkelanjutan
3. Proyeksi data
4. Penyusunan RAKB
5. Persetujuan Direksi
6. Persetujuan Dewan Komisaris

B. Rujukan Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAKB berpedoman
pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, serta data internal Perusahaan diantaranya sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Juncto

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Juncto Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah.

d. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
perubahan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

e. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

f. Rencana Kerja dan Anggaran PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) setiap tahunnya.
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III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Rencana Strategis Bisnis

Rencana strategis bisnis disusun oleh Perusahaan yang dituangkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai pedoman PT Jamkrida
Sumbar (Perseroda) setiap tahunnya. Dengan kebijakan strategis yang akan
dijalankan ini diharapkan dapat meningkatkan Good Corporate Governance
(GCG) hingga penerapan manajemen risiko bisnis Perusahaan.

Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang 5 (lima) tahun

No Rencana Jangka Panjang

1
Transformasi digital dan teknologi dengan menjadi perusahaan
penjaminan berbasis digital secara penuh

2
Penguatan permodalan melalui penambahan modal disetor dan
efisiensi rasio keuangan
lembaga penjamin

3 Ekspansi ke wilayah strategis di luar Sumatera Barat

4
Memiliki SDM yang kompeten, tangguh, dan bersertifikasi kompetensi LSP
sesuai dengan bidang masing-masing

5
Kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah, OJK, Bank Nagari, BUMD,
BPR/S, serta lembaga keuangan lainnya

6
Kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan serta memiliki
akreditasi kelembagaan
seperti ISO

7 Mendorong inklusi keuangan bagi UMKM dan sektor produktif di Sumatera
Barat

Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 (satu) tahun

No Rencana Jangka Pendek

1 Peningkatan Kinerja Bisnis dan Perluasan Pasar

a. Ekspansi penjaminan kredit melalui peningkatan kerjasama dengan
lembaga keuangan lokal lainnya seperti BPR/S, BUMDes, BUMNag,
Koperasi

b. Melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk
memperkenalkan produk dan manfaat penjaminan melalui program
literasi dan inklusi keuangan

c. Peningkatan produk syariah untuk menjangkau pelaku usaha berbasis
syariah di Sumbar

2 Digitalisasi

a. Pengembangan penjaminan digital melalui penerbitan sertifikat
penjaminan elektronik dalam rangka peningkatan layanan dan proses
bisnis
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Nama Jabatan

Dewan Komisaris

Medi Iswandi, ST, MM Komisaris Utama
Munandar Kasim Komisaris Independen

Nama Jabatan

Direksi

Ibnu Fadhli Direktur Utama
Jhen Hen Ryco Direktur

b. Integrasi sistem penjaminan dengan mitra bisnis melalui host to host
penjaminan

c. Digitalisasi proses internal melalui integrasi sistem penjaminan dan
keuangan dalam rangka peningkatan efisiensi sistem teknologi
informasi

No Rencana JangkaPendek

Penguatan modal melalui penyertaan tambahan modal disetor dari pemegang saham

Penguatan tata kelola perusahaan dan kepatuhan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan
bisnis telah sesuai dengan regulasi penjaminan

Peningkatan brand awareness dan kepercayaan publik melalui penggunaan media sosial,
website, radio lokal, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah5

a. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan SDM yang berfokus pada analisi risiko penjaminan,
digitalisasi, dan regulasi OJK terbaru

b. Peningkatan kompetensi SDM melalui benchmarking dengan melakukan studi banding ke
Jamkrida lain yang lebih maju

Peningkatan Kompetensi SDM3

6

4

B. Kapasitas Organisasi

Dalam mencapai target serta visi dan misi perusahaan, PT Jamkrida Sumbar
(Perseroda) telah melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai kebutuhan,
arah, dan pengembangan bisnis yang dilakukan. Adapun struktur organisasi PT
Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang berlaku sebagai berikut:

DEWAN
KOMISARIS

DEWAN
PENGAWAS
SYARIAH

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

1. Komite Investasi
2. Komite Penjaminan
3. Komite Klaim
4. Komite SDM

Kadiv
Bisnis

Kadiv
Operasional

KabagUnit
Usaha Syariah

Kabag
Penjaminan

Kabag
SDM

Satuan Kerja
Audit Internal

Satuan Kerja
Manajemen
Risiko

Hukum &
Kepatuhan

Kasi
Perencanaan
dan Pelaporan

Kasi Unit Usaha Kasi
Syariah Penjaminan

Kasi
Suretyship
dan KBG

Kasi Klaim Kasi
Subrogasi

Kasi
Teknologi
Informasi

uanga
Aku dan

Kasi
Ke n,
ntansi
I sinvesta

Audit Internal Staf Staf Staf Staf Staf
PPID, Literasi Staf
dan Inklusi Umum
Keuangan

Staf

RUPS

Anti Fraud

Staf

Pelayanan,
Pengaduang &
Perlindungan
Konsumen

StafStafStaf Staf

Komite Audit

Adapun susunan pengurus PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) pada tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
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C. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Realisasi keuangan per Desember 2025 PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagai
berikut:
a. Neraca

b. Laba Rugi
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c. Rasio Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) terus
melakukan Upaya untuk meningkatkan kapasitas teknis terutama pada
peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan infrastruktur
data dan sistem, penyusunan pedoman dan Standar Operasional Perusahaan
(SOP), serta penyaluran dana tanggung jawab dan lingkungan.

D. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) telah melakukan beberapa kerjasama dengan
pihak eksternal yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan maupun proses
perkembangan bisnis perusahaan sebagai berikut:
1. Perluasan kerjasama dan mengembangkan produk bisnis, PT Jamkrida

Sumbar (Perseroda) fokus melakukan penjaminan dengan produk yang
telah bekerjasama dengan mitra kerja:
Bank dan Lembaga lainnya

1) Bank Nagari
2) BSI
3) KPRI Unit KORPRI Kantor Gubernur Sumbar
4) PT PNM (Persero) ULAMM Syariah
5) LPDB-KUMKM
BPR/BPRS

1) BPR Pariangan
2) BPR Tilatang Kamang
3) BPR Gema Pesisir
4) BPR Lengayang
5) BPR Batang Kapas
6) BPR Samudera
(Perseroda)

7) BPR Pulau Punjung
8) BPRS Haji Miskir
9) BPRS Al-Makmur

10) BPRS Malibu
11) BPRS Jam Gadang
12) BPRS Ampek Angkek Canduang
13) BPRS Gajah Tongga Koto Piliang
14) BPRS Balerong Bunta
15) BPRS LPN Taeh Baruah
16) BPRS Carana Kiat Andalas
17) BPRS Khatulistiwa
18) BPR Pulau Punjung
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KOPERASI

2. Dalam meminimalisir risiko penjaminan yang muncul dan memenuhi regulasi OJK,
maka diperlukan reasuransi dan coguarantee:
REASURANSI

1) PT Igna Asia
2) PT Boare
3) PT Asuransi Binagriya Upakara

CO GUARANTEE

1) PT Jamkrida Jabar
2) PT Jamkrida Kalsel
3) PT Jamkrida Babel
4) PT Jamkrida Riau
5) PT Jamkrindo

3. Dalam pengembangan dan penempatan investasi, rencana strategi yang dilakukan
pada tahun 2026 yaitu mulai beralih pada Reksadana pendapatan tetap yang memiliki
potensi pendapatan 5-6,5% tanpa pembebanan pajak

4. Dalam pemenuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), rencana
strategis terkait penambahan maupun pengembangan pegawai yang dilakukan
melibatkan Lembaga pendidikan/pelatihan/rekrutmen dari internal/eksternal

5. Dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, PT Jamkrida
Sumbar (Perseroda) menyalurkan dana secara langsung dan tidak langsung melalui
lembaga pengelola zakat, Lembaga sosial, dan lainnya

6. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, PT Jamkrida Sumbar
(Perseroda) dengan aktif mengadakan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan OJK
maupun Lembaga terkait lainnya.

E. Strategi Komunikasi
Dalam rangka membangun komunikasi dan keterbukaan informasi, PT Jamkrida Sumbar
(Perseroda) menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pihak internal maupun
eksternal melalui penerapan komunikasi dua arah, aktif, partisipatif, serta selalu
memperhatikan budaya sopan santun untuk mendukung kelancaran operasional
Perusahaan. PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga berkomitmen untuk menerapkan
keterbukaan informasi sebagai landasan pelaksanaan bisnis penjaminan dan pengelolaan
media komunikasi:

1) KPN SMPN 4 Padang
2) KSPPS Karya Mandiri
3) KPRI SMAN 1 Padang
4) KSPPS BTM Sumbar
5) Koperasi Dharma Andalas
Laboratory

6) KPRI Politeknik Kesehatan Padang
7) Koperasi Maestro PNP

8) KPRI Kanwil Kemenag Sumbar
9) KPRI SMKN 3 Pariaman
10) Koperasi SMKN 2 Sawahlunto
11) Koperasi Syaria Lab Edu Akuntansi

PNP
12) Koperasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UNAND
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1. Komunikasi Internal dilakukan secara dua arah yang bertujuan untuk mendukung
pencapaian kinerja setiap bagian serta sebagai upaya memastikan setiap
pegawai telah menerima informasi terkini, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

2. Komunikasi eksternal yang dilakukan berupa komunikasi dua arah baik secara
langsung maupun tidak langsung. Komunikasi ini dilakukan baik kepada mitra
bisnis maupun kepada seluruh pemangku kepentingan bagi jalannya bisnis
Perusahaan.

3. Saluran layanan informasi publik yang dikelola oleh Bagian Umum (Staf
Pelayanan, Pengaduan, dan Perlindungan Konsumen)

a. Website : www.jamkridasumbar.co.id
b. Nomor Telepon : (0751) 444102
c. Email : pusat@jamkridasumbar.co.id
d. Media Sosial

Instagram/Facebook : @jamkridasumbar
e. Surat tertulis yang dapat ditujukan kepada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 25 Kel. Lolong Belanti Kec.
Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat 25137

F. SistemMonitoring, Evaluasi, dan Mitigasi

SistemMonitoring dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana atau program kerja seluruh bagian, perusahaan akan menerapkan
sistem monitoring dan evaluasi diantaranya:
1. Rapat

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk
badan hukum perseroan terbatas dengan tujuan sebagai laporan
pertanggungjawaban Dewan Komisaris beserta Direksi terhadap jalannya
perusahaan selama tahun buku sebelumnya dan rencana bisnis tahun
berjalan.

b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Dalam rangka memonitoring perkembangan kinerja Perusahaan terkini
terhadap berbagai rencana bisnis yang telah ditetapkan perusahaan
untuk setiap bagian kerja, serta memonitoring kinerja keuangan dan non
keuangan.

c. Rapat Manajemen
Perusahaan melaksanakan rapat manajemen secara rutin dalam rangka
memonitor kinerja setiap bagian.

d. Rapat Divisi
Rapat ini dilaksanakan oleh setiap divisi dalam rangka memonitor kinerja
seluruh bagian dan membahas permasalahan terkait bisnis dan
operasional.

2. Program Kerja setiap bagian
Program kerja ini disusun sebelum akhir tahun bagi setiap bagian sesuai
dengan Rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui Direksi, sebagai
acuan kerja bagian dalam mendukung aktifitas kerja selama tahun berjalan.

http://www.jamkridasumbar.co.id/
mailto:pusat@jamkridasumbar.co.id
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3. Sasaran Kerja Individu (SKI)
Dalam hal memastikan target bisnis maupun program kerja berjalan sesuai
dengan timeline dan target yang telah ditetapkan, terdapat Sasaran Kerja
individu (SKI) yang dibuat oleh seluruh pegawai agar dapat mengukur dan
memonitor kinerja bisnis serta memberikan evaluasi yang obyektif sebagai
dasar pemberian insentif setiap triwulan kepada pegawai dalam mencapai
target sasaran kerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan melalui rekapitulasi dan analisa yang dilakukan oleh bagian
perencanaan antara rencana bisnis, program kerja, serta target individu yang
telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai.

Mitigasi

Proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada proses bisnis
disetiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan
keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat
pada proses bisnis dan pada akhirnya akan menciptakan kesempatan secara
lebih sistematis.

Penerapan Risk Governance, Risk Framework, Risk Process, dan Risk Control
menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan risiko klaim pada perusahaan
penjaminan kredit di Indonesia. Integrasi keempat pilar ini memberikan manfaat:
a) Pada risiko klaim: keputusan klaim lebih akurat, transparan, dan tepat waktu
b) Pada cadangan klaim: cadangan teknis lebih sesuai eksposur risiko
c) Pada subrogasi: recovery klaim meningkat, mengurangi beban keuangan

perusahaan
d) Pada hutang/piutang reasuransi: saldo reasuransi lebih tertib, mengurangi risiko

dispute.
Dengan penerapan ini, perusahaan penjaminan kredit dapat meningkatkan
stabilitas keuangan, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem penjaminan yang
sehat.

Langkah-langkah strategis dalam mengelola risiko klaim pada PT Jamkrida Sumbar
(Perseroda)

a) Penguatan Tata Kelola Risiko (Risk Governance)
a. Menyusun dan memperbaharui kebijakan klaim dan cadangan teknis
secara periodik agar selaras dengan perubahan profil risiko dan regulasi
OJK.

b. Membentuk Komite Klaim dan Komite Penjaminan yang melapor langsung
kepada Direksi untuk memastikan pengambilan keputusan klaim lebih
cepat, transparan, dan akuntabel.

c. Mengintegrasikan fungsi Manajemen Risiko dan Audit Internal agar mampu
melakukan second line
dan third line of defense terhadap risiko klaim.

b) Penyempurnaan Kerangka Manajemen Risiko (Risk Framework)
a. Menetapkan risk appetite dan limit klaim per sektor, produk, dan wilayah
guna mengendalikan eksposur risiko yang tinggi.



Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) | 2026 16

b. Menyempurnakan model penilaian kelayakan debitur (scoring) untuk
memperbaiki kualitas
underwriting penjaminan.

c. Mengatur kebijakan reasuransi dan retensi risiko agar kapasitas
penjaminan terproteksi secara optimal melalui mekanisme re-guarantee.

c) Penguatan Proses Manajemen Risiko Klaim (Risk Process)
a. Mengembangkan Early Warning System (EWS) berbasis data historis
klaim untuk mendeteksi potensi gagal bayar lebih dini.

b. Melakukan review berkala terhadap cadangan teknis berdasarkan hasil
aktual klaim dan rasio klaim.

c. Meningkatkan koordinasi dengan bank/kreditur untuk memantau perilaku
debitur dan mencegah moral hazard.

d) Optimalisasi Subrogasi dan Recovery Klaim
a. Menetapkan KPI dan SLA untuk tim subrogasi (target recovery per bulan dan
per debitur).

b. Membangun sistem penagihan digital yang menghubungkan unit klaim, legal,
dan kolektor.

c. Melakukan kerja sama eksternal dengan lembaga penagihan atau
penegak hukum untuk memperkuat pemulihan klaim.

e) Penguatan Pengendalian Risiko (Risk Control)
a. Audit internal rutin terhadap pengakuan cadangan teknis untuk
memastikan akurasi pencatatan dan cut-off klaim.

b. Rekonsiliasi rutin dengan reasuradur untuk memastikan saldo hutang/piutang
reasuransi valid dan tepat waktu.

c. Transparansi pelaporan ke pemegang saham, Dewan Komisaris, dan OJK
mengenai status klaim, cadangan, subrogasi, dan reasuransi.

f) Strategi Jangka Panjang
a. Diversifikasi portofolio penjaminan ke sektor-sektor dengan risiko lebih rendah
dan yield stabil.

b. Peningkatan kompetensi SDM manajemen risiko dan klaim melalui
pelatihan aktuaria, analisis kredit, dan hukum penagihan.

c. Pemanfaatan teknologi big data dan AI untuk memprediksi risiko klaim
dan optimasi cadangan teknis.

d. Monitoring kinerja reasuransi dan renegosiasi treaty agar struktur proteksi risiko
lebih efisien.

G. Kebijakan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah
melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2025 dengan mengusung tema
“Meningkatkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kreatif dan Sinergi Lintas
Sektor”. Aspek utama yang mendukung tema tersebut adalah:

1. Peningkatan PAD dan Ekonomi Digital
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Kualitas Tata Kelola
4. Integrasi Pembangunan Nagari
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Peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) telah menetapkan program-program kerja
pada tahun 2025 sebagai implementasi kebijakan pemerintah salah satunya
yaitu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penyetoran deviden.
Untuk program keberlanjutan dari perusahaan lainnya yakni peningkatan literasi
dan inklusi keuangan kepada target maupun masyarakat terkait pengelolaan,
pemanfaatan, dan lainnya. Selain itu perusahaan juga meningkatkan
pengembangan SDM melalui pelatihan, sosialisasi secara internal maupun
bantuan pihak eksternal dalam membantu mewujudkan rencana keuangan
berkelanjutan.
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IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Pembuatan Pedoman Aksi Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan

1. Dasar Pemikiran

Penyusunan pedoman ini merupakan tindak lanjut dari implementasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan
Perusahaan Publik. Dimana POJK tersebut mewajibkan memiliki Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta melaporkan realisasi keberlanjutan
setiap tahunnya.

2. Kegiatan

Penyusunan Pedoman Aksi Keuangan Berkelanjutan memerlukan serangkaian
kegiatan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan
Perusahaan. Dimana kegiatan pemikiran mencakup proses identifikasi, analisis,
dan perumusan arah kebijakan untuk memastikan prinsip keberlanjutan.
Kegiatan tersebut meliputi:
a. Pengumpulan Data

Melakukan analisa awal terkait isu dan tantangan keberlanjutan
mengenai kondisi internal Perusahaan, regulasi yang berlaku, tren
industri, serta penerapan keuangan berkelanjutan di sektor sejenis.

b. Identifikasi Isu dan tantangan keberlanjutan bagi Perusahaan penjaminan
Bersama dengan seluruh bagian menganalisis isu-isu environtmental,
social, dan Governance (ESG) dengan kegiatan usaha Perusahaan,
termasuk dampak dan risiko yang akan maupun sedang mempengaruhi
keberlanjutan usaha.

c. Analisis kesiapan internal Perusahaan
Memperhatikan dan memastikan pedoman yang akan disusun mencakup
kesiapan internal, struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia,
sistem pengelolaan risiko, serta kebijakan Perusahaan yang sudah ada,
sebagai dasar keberlanjutan dalam proses bisnis.

d. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Keuangan Berkelanjutan
Menyusun arah strategis Perusahaan dalam menerapkan keuangan
berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan dan Good
Corporate Governance (GCG).

e. Penyusunan Rencana Aksi dan Stategi
Menentukan langkah-langkah konkret, indikator kinerja, serta prioritas
kegiatan untuk mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara
bertahap dan terukur.

f. Penyusunan dan finalisasi dokumen pedoman
Menyusun dokumen pedoman secara sistematis yang mencakup
landasan hukum, prinsip, strategi, dan rencana aksi.

g. Implementasi Pedoman
Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja untuk memastikan
pemahaman dan komitmen dalam penerapan pedoman serta pelatihan
bila diperlukan.
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h. Pemantauan, Evaluasi, dan Pembaruan Pedoman
Melakukan pemantauan pelaksanaan pedoman secara berkala serta
melakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan
regulasi, kegiatan usaha, maupun isu berkelanjutan.

3. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaporan rencana hingga
realisasi keuangan berkelanjutan diberikan kepada Bagian Perencanaan,
namun dalam penerapan dan penyusunannya melibatkan seluruh struktur
organisasi.

4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program dan aktivitas keuangan berkelanjutan
ditentukan dari monitoring kinerja pegawai sebelum dan sesudah
dibuatkannya pedoman Aksi Keuangan berkelanjutan yang telah diterapkan
oleh PT Jamkrida Sumbar (Perseroda).

5. Tantangan dan Rencana ke Depan

Tantangan utama dalam pembuatan Pedoman Aksi Keuangan Berkelanjutan
adalah:
a. Keterbatasan pengetahuan, tenaga kerja, dan waktu dalam

penyusunan pedoman aksi keuangan berkelanjutan
b. Masih kurangnya kesadaran dan komitmen seluruh pegawai terhadap

prinsip keuangan berkelanjutan
c. Kurangnya sosialisasi terkait rencana aksi keuangan berkelanjutan

yang telah ditetapkan Perusahaan
d. Kurangnya dukungan kebijakan internal perusahaan
e. Kurangnya ketersediaan maupun pegawai yang khusus dalam

keuangan berkelanjutan dan bisnis berkelanjutan.
Berdasarkan tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul ke depannya,
Perusahaan berencana akan melakukan beberapa strategi yang mampu
meminimalisir munculnya tantangan tersebut sebagai berikut:
a. Meningkatkan pengetahuan dan literasi pegawai yang telah diberi tugas

dan tanggung jawab dalam pelaporan rencana aksi keuangan
berkelanjutan secara continue

b. Membangun budaya kerja yang berprinsip pada keberlanjutan
c. Secara bertahap melakukan sosialisasi internal terkai rencana aksi

keuangan berkelanjutan dan manfaatnya bagi Perusahaan
d. Integrasi prinsip ESG ke dalam strategi bisnis dan investasi
e. Mampu membuat pedoman yang sejalan dengan proses bisnis

Perusahaan tanpa memberatkan salah satu bagian kerja.

B. Pembuatan SOP Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan

1. Dasar Pemikiran
Dasar pemikiran penyusunan SOP mengacu Kembali pada POJK Nomor
51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga
jasa keuangan, emiten, dan Perusahaan publik. Penerapan prinsip keuangan
berkelanjutan menjadi suatu keharusan bagi Perusahaan dengan
meningkatkan perhatian terhadap aspek Environmental, social, governance
(ESG). Perusahaan perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
menjadi pedoman teknis dalam melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan
secara konsisten, tekstur, dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
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SOP penerapan aksi keuangan berkelanjutan berfungsi sebagai pedoman
kerja yang menjembatani antara kebijakan strategis dengan pelaksanaan di
lapangan, sehingga prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata,
terukur, dan berkelanjutan di seluruh lini Perusahaan.

2. Kegiatan

Kegiatan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Aksi
Keuangan Berkelanjutan merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk
menghasilkan pedoman operasional yang dapat dijadikan acuan dalam
prinsip keberlanjutan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Persiapan dan pengumpulan data/regulasi
Mengumpulkan referensi dan regulasi terkait keuangan berkelanjutan
seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta pedoman aksi keuangan
berkelanjutan bagi internal Perusahaan.

b. Identifikasi kebutuhan dan penerapan keuangan berkelanjutan
Melakukan analisa terhadap kondisi Perusahaan, regulasi yang
berlaku, serta penerapan keuangan berkelanjutan untuk menentukan
arah penyusunan SOP.

c. Analisa internal Perusahaan
Mengidentifikasi proses bisnis, struktur organisasi, serta kapasitas sumber
daya yang relevan untuk penerapan prinsip ESG dalam menjalankan bisnis
Perusahaan.

d. Perumusan konsep dan alur prosedur SOP
Menyusun struktur SOP yang mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab,
langkah-langkah pelaksanaan, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan tindak
lanjut.

e. Pembahasan internal
Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan unit terkait untuk
memperoleh masukan dan menyelesaikan SOP dengan kebutuhan
Perusahaan.

f. Penyusunan Draft SOP
Menyusun draft awal SOP berdasarkan hasil kajian dan pembahasan
internal yang telah dilakukan.

g. Penyusunan dokumen SOP dan panduan pelaksanaan
Menyusun SOP yang telah dilakukan revisi pada pembahasan internal
dan draft yang telah diperbaiki.

h. Uji coba dan evaluasi awal
Melakukan simulasi penerapan SOP di lingkungan internal Perusahaan
untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya sebelum diterapkan secara
penuh.

i. Finalisasi dan pengesahan SOP
Mengajukan kepada manajemen untuk disahkan SOP menjadi pedoman
resmi Perusahaan.

j. Sosialisasi dan Implementasi SOP
Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh unit kerja agar
memahami isi dan cara penerapan SOP secara efektif dan konsisten.

3. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaporan rencana hingga
realisasi keuangan berkelanjutan diberikan kepada Bagian Perencanaan,
namun dalam penerapan dan penyusunannya melibatkan seluruh struktur
organisasi.
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4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program dan aktivitas keuangan berkelanjutan
ditentukan dari monitoring kinerja seluruh bagian dalam menerapkan SOP
penerapan aksi keuangan berkelanjutan dan setiap lini bisnis Perusahaan
maupun dalam pengambilan Keputusan yang ditetapkan oleh PT Jamkrida
Sumbar (Perseroda).

5. Tantangan dan Rencana ke Depan

Tantangan dalam pembuatan SOP Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan
bagi Perusahaan sebagai berikut:
a. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap
konsep keuangan berkelanjutan, environmental, social, governance
(ESG), dan penerapannya di sektor penjaminan

b. Belumm semua unit memahami bagaimana aspek keberlanjutan dapat
diintegrasikan ke dalam kebijakan dan proses bisnis penjaminan

c. Belum tersedianya sistem data yang memadai untuk menilai risiko dan
dampak lingkugan, sosial, serta tata kelola

d. Kesulitan dalam mengukur memantau kinerja keberlanjutan karena
belum ada standar indicator yang disepakati

e. Diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan internal Perusahaan, seperti
manajemen risiko, investasi, dan pengembangan produk

f. Implementasi aksi keberlanjutan memerlukan dukungan teknologi,
pelatihan, serta sistem pelaporan yang memadai

g. Perubahan menuju sistem bisnis yang berkelanjutan yang lambat
karena belum adanya pemahaman secara mendalam terkait keuangan
berkelanjutan/

Rencana ke depan dalam pembuatan dan penerapan SOP yaitu:
a. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai
keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai

b. Mengembangkan dan menyusun mekanisme evaluasi dan pelaporan
keberlanjutan secara terukur

c. Menyesuaikan SOP penjaminan agar mempertimbangkan risiko
lingkungan dan sosial dalam proses bisnis

d. Melakukan penerapan prinsip keberlanjutan secara berkala baik
secara internal maupun eksternal Perusahaan

e. Melakukan evaluasi secara bertahap terhadap efektivitas SOP dan
melakukan pembaharuan sesuai dengan regulasi dan bisnis Perusahaan.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dibutuhkan peningkatan
pemahaman dan wawasan pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan secara
menyeluruh, sehingga Perusahaan mampu menghasilkan pegawai yang
berkualitas.

2. Kegiatan

Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang sesuai
dengan bidang dan kompetensi bidang terkait yang bertujuan agar pegawai
mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk mencapai target perusahaan.
Hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah:
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a. kan kualitas pegawai yang bersertifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
pengembangan bisnis Perusahaan serta peraturan yang berlaku.

b. Melakukan evaluasi terhadap kualitas pegawai sesuai dengan bagiannya
maupun melakukan rotasi, demosi, hingga promosi dalam rangka
penyegaran dan memperdalam kemampuan, meningkatkan ethos kerja,
dan menciptakan budaya kerja Perusahaan yang lebih baik, berikut
adalah penyelenggaraan pelatiah dan sertifikasi pegawai selam tahun
2025:

3. Sumber Daya

a. Dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pengembangan
Sumber Daya Manusia pada tahun buku 2026 sebesar Rp 420.400.000,-
untuk setiap pegawai dibagian terkait.

b. Dana yang dibutuhkan untuk rencana pelatihan dan pengembangan SDM
untuk pelatihan Non Teknis sebesar Rp 156.900.000,-.

c. Sumber Daya Manusia yaitu seluruh pegawai PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)
d. Mitra kerjasama yaitu lembaga-lembaga pelatihan yang kompeten dan

kredibel.

4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan aktivitas keuangan berkelanjutan
ditentukan dari evaluasi yang dilakukan melalui monitoring kinerja pegawai
sebelum dan sesudah dilaksanakannya pelatihan dan pendidikan atau melalui
pelaporan dari lembaga pelaksana pelatihan dan pendidikan.
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5. Tantangan dan Rencana ke Depan

Tantangan utama yakni belum banyaknya Lembaga yang menyediakan
pelatihan dan pendidikan yang sesuai terkait bidang perusahaan penjaminan
serta implementasi dilapangan setelah dilaksanakannya pelatihan dan
pendidikan bagi pegawai. Rencana kedepan perusahaan akan lebih aktif lagi
mencari lembaga pelatihan yang dapat disesuaikan oleh bidang terkait
perusahaan penjaminan.

D. Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

1. Dasar Pemikiran

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Aksi Keuangan Berkelanjutan, PT
Jamkrida Sumbar melaksanakan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan berupa bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan dan
masyarakat, maka perusahaan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan dana
sesuai dengan program yang telah ditetapkan perusahaan.

2. Kegiatan

a. Menyalurkan dana bantuan sosial kepada sasaran yang tepat, baik itu
kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun
bantuan lainnya.

b. Melaksanakan penyaluran dana bantuan sosial sesuai dengan program
unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

KEGIATAN KETERANGAN BULAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

SAFARI RAMADHAN Selama bulan puasa Februari-Maret

QURBAN 2 Ekor Sapi Mei

BANTUAN PEMBANGUNAN/RENOVASI Bulanan
TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN

KONSERVASI LINGKUNGAN DAN
PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM

Program Penghijauan, Pengelolaan
Limbah, Pengurangan Emisi Bulanan

TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN

PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN

Beasiswa, Kegiatan Sekolah atau
Kampus, Bantuan Pembangunan
Fasilitas

Bulanan

TANGGUNG JAWAB EKONOMI

PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT

Pelatihan Kewirausahaan, Modal
Usaha UMKM, Bantuan Peralatan Bulanan

3. Sumber Daya

a. Dana yang dianggarkan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan
sebesar 3-5% dari laba bersih perusahaan setiap tahunnya.

b. Sumber Daya Manusia yaitu seluruh bagian yang terkait dengan
penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan
struktur organisasi perusahaan.

c. Mitra Kerjasama dalam proses penyaluran dana tanggung jawab
sosial dan lingkungan disalurkan secara langsung maupun melalui
yayasan atau Lembaga penyalur zakat, dan lainnya.
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4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari pelaksanaan program penyaluran dana tanggung jawab
sosial dan lingkungan diantaranya sebagai berikut:
f. Membandingkan realisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan dengan jadwal pelaksanaan dan anggaran sesuai dengan
telah direncanakan.

g. Pengukuran terhadap kinerja program dapat berupa pelaporan
setiap triwulan yang disampaikan secara internal maupun eksternal
perusahaan.

Secara umum, penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan
telah dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

5. Tantangan dan Rencana kedepan

Secara berkelanjutan melakukan penyaluran dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan.
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V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadapmonitoring dan evaluasi Rencana Aksi

Keuangan Berkelanjutan

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi aksi keuangan berkelanjutan diperlukan
penanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan aksi
keuangan berkelanjutan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan
Bagian kerja yang
bertanggung jawab

Monitoring realisasi penunjukan pelaksanaan kegiatan
aksi keuangan
berkelanjutan

Bagian SDM

Monitoring realisasi pelaksanaan pengembangan dan
pelatihan SDM

Bagian SDM

Monitoring realisasi penyaluran dana tanggung jawab sosial
dan lingkungan

Bagian Umum

Monitoring realisasi, pelaporan, dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi keuangan berkelanjutan

Bagian SDM
Bagian
Umum
Bagian Perencanaan

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) melakukan monitoring secara berkala setiap
bulannya melalui pelaporan dari setiap bagian dalam melaksanakan program
terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan. Adapun hasil yang diharapkan dari
penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
a. Tersedianya Pedoman Aksi Keuangan Berkelanjutan yang diterapkan oleh

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)
b. Tersedianya SOP Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disetujui

dan akan diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan dan lini kegiatan
usaha perusahaan

c. Meningkatkan dan mengembangkan skill Sumber Daya Manusia (SDM)
sesuai dengan bidang dan kompetensi sesuai dengan bagian kerja.

d. Secara berkelanjutan melakukan penyaluran dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL).

B. Penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
tahun 2025 diperlukan pengukuran secara berkala yang dilaporkan kepada Direksi.
Adapun penentuan waktu pelaporan sebagai berikut:

Aktivitas Periode
Bagian kerja yang
bertanggung jawab

Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan

Tahunan
Bagian SDM
Bagian
Umum
Bagian Perencanaan

Laporan Keberlanjutan Tahunan Bagian Perencanaan
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C. Tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat diimplementasikan
sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis,
maka perusahaan akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengkaji ulang target bisnis dan indikator kinerja yang digunakan

berdasarkan realisasi program-program yang telah dilaksanakan
2. Melakukan revisi terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
3. Melakukan review dan penyesuaian terhadap peraturan atau kebijakan/SOP

perusahaan yang berlaku,

D. Mitigasi Risiko

PILAR MANAJEMEN RISIKO

1. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)
a. Menjadi dasar pengelolaan perusahaan agar transparan, akuntabel,

bertanggungjawab, independen, dan adil
b. Direksi, Komisaris, dan komite risiko memastikan pengawasan ketat serta

pelaporan risiko secara berkala
c. Tata kelola yang kuat menciptakan budaya sadar risiko (risk culture) diseluruh lini

organisasi.

Langkah Perusahaan terhadap Good Corporate Governance
a. Menetapkan tone from the top dengan menjadi teladan dalam integritas,

keterbukaan, dan pengambilan keputusan berbasis data
b. Mengarahkan penyusunan kode etik dan kebijakan tata kelola Perusahaan
c. Memastikan adanya rapat koordinasi rutin dengan dewan komisaris dan komite

risiko
d. Menyediakan ruang komunikasi terbuka agar budaya sadar risiko tertanam

diseluruh level organisasi

2. Risk Management Framework (Kerangka Manajemen Risiko)
a. Kebijakan, pedoman, dan metodologi untuk mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
b. Disusun mengacu pada standar internasional (ISO31000) serta regulasi OJK/POJK
c. Mencakup struktur organisasi risiko, risk appetite & tolerance, serta sistem

informasi risiko.

Langkah Perusahaan terhadap Risk Management Framework
a. Menyetujui dan menetapkan kebijakan manajemen risiko serta risk appetite

Perusahaan
b. Mendelegasikan fungsi risiko kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

dengan kewenangan jelas
c. Memastikan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi dengan teknologi

yang mendukung
d. Mendorong pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

(SDM) agar memahami metodologi risiko.

3. Risk Management Process (ProsesManajemen Risiko)
a. Tahapan: Identifikasi Risiko → Pengukuran/Penilaian → Mitigasi → Pemantauan →

Pelaporan
b. Dilakukan berkesinambungan agar perusahaan siap menghadapi dinamika

pasar maupun kebijakan pemerintah.
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Langkah Perusahaan terhadap Risk Management Process
a. Memimpin proses identifikasi risiko strategis yang berpotensi

memengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan
b. Mengarahkan evaluasi hasil pengukuran risiko, termasuk analisis sensitivitas dan

skenario
c. Menyetujui rencana mitigasi risiko, terutama risiko strategis dan finansial
d. Memastikan laporan risiko sampai ke pemegang saham dan regulator secara

berkala
e. Menugaskan tim untuk menyusun contingency plan menghadapi situasi krisis
f. Untuk memperkuat penerapan Kerangka Manajemen Risiko (Risk

Management Framework), struktur tata kelola investasi di PT Jamkrida
Sumbar (Perseroda) mencakup pembentukan Komite Investasi yang berada
di bawah koordinasi Direktur Operasional

4. Risk Control & Monitoring (Pengendalian dan Pemantauan Risiko)
a. Penerapan kontrol internal, sistem limit, dan pengawasan berlapis
b. Fungsi audit internal & Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berperan

mengevaluasi efektivitas kontrol.

5. Menggunakan teknologi (risk dashboard, early warning system) untuk
Langkah Perusahaan terhadap Risk Control & Monitoring
a. Memastikan seluruh kebijakan pengendalian internal dijalankan konsisten
b. Mengawasi penerapan sistem limit pada aktivitas keuangan dan investasi
c. Menyetujui penggunaan sistem teknologi informasi yang mendukung early

warning system
d. Menindaklanjuti temuan audit internal dan hasil evaluasi SKMR
e. Melakukan evaluasi efektivitas kontrol risiko melalui rapat manajemen secara

rutin.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah proses yang
dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis di setiap
bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan
tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu
proses bisnis yang pada akhirnya akan menciptakan kesempatan secara lebih
sistematis. Penerapan manajemen risiko secara umum mencakup pengawasan aktif
Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian
risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal
yang menyeluruh.

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini:
1. Identifikasi Risiko

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) mengidentifikasi dan mengelola risiko melalui
kerangka kerja manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pelaporan, dan pengendalian risiko, serta memastikan kecukupan
modal untuk menopang risiko. Perusahaan juga mematuhi hukum dan
peraturan yang berlaku untuk meminimalkan potensi kerugian dan melindungi
aset perusahaan.
Berikut adalah rincian langkah-langkah identifikasi risiko investasi PT Jamkrida
Sumbar:
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a. Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Perusahaan memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif
untuk mengelola risiko. Proses ini meliputi identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pelaporan, dan pengendalian risiko.

b. Kecukupan Modal
PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) memastikan ketersediaan modal yang
cukup untuk menopang risiko yang diasumsikan dari kegiatan bisnis
perusahaan.

c. Kepatuhan Terhadap Hukum
Perusahaan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, hal ini
penting untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan dan potensi sanksi yang
dapat merugikan perusahaan.

Identifikasi risiko dilakukan dengan proses sistematis yang terstruktur, mencakup
semua risiko baik internal maupun eksternal. Dokumen utama yang dihasilkan
adalah Risk Register.

2. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dan perusahaan
penjaminan kredit lainnya di Indonesia umumnya menggunakan rasio
keuangan untuk menganalisis kinerja finansial, kesehatan operasional, serta
profil risiko kredit dan operasional yang ada.
Pengukuran Risiko untuk PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) yaitu:
a. Rasio Keuangan: PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menganalisis kinerja

keuangannya dengan menggunakan rasio keuangan untuk menilai
kesehatan finansial dan kinerja operasionalnya.

b. Tujuan utama adalah untuk menilai kondisi finansial perusahaan secara
keseluruhan selama periode tertentu.

Pengukuran Risiko untuk Perusahaan Penjaminan Kredit di Indonesia yaitu:
a. Fokus pada Penjaminan Kredit: Perusahaan penjaminan kredit, seperti

Jamkrida Sumbar, fokus pada pemberian jaminan atas gagal bayar
(kolektibilitas macet) yang disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan
lainnya

b. Analisis Rasio Keuangan: Rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis
untuk menilai berbagai aspek, termasuk

c. Kesehatan finansial: Menilai kondisi kekayaan dan kewajiban Perusahaan
d. Kinerja operasional: Mengukur efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan
e. Profil risiko: Mengidentifikasi potensi risiko kredit dan operasional yang dihadapi

3. Memantau Risiko
Proses pemantauan risiko PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dilakukan oleh
Bagian Manajemen Risiko yang berada di bawah Direktur yang membawahi
fungsi Manajemen Risiko, dengan tugas utama memantau dan mengukur risiko
serta mengusulkan strategi untuk mengelola risiko tersebut guna mencapai
tujuan perusahaan. Berikut adalah langkah langkah umum dalam proses
pemantauan risiko di PT Jamkrida Sumbar (Perseroda):
a. Pembentukan Bagian Manajemen Risiko: Perusahaan membentuk Bagian

Manajemen Risiko yang memiliki tanggung jawab langsung untuk mengawasi
dan mengelola risiko

b. Pemantauan dan Pengukuran Risiko: Bagian Manajemen Risiko secara proaktif
memantau dan mengukur berbagai jenis risiko yang melekat pada perusahaan,
seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan lainnya

c. Pelaporan Risiko: Hasil pemantauan dan pengukuran risiko kemudian
dilaporkan kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko
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untuk mendapatkan arahan dan keputusan strategis
d. Perumusan Strategi Mitigasi: Berdasarkan laporan risiko tersebut, Bagian

Manajemen Risiko akan mengusulkan strategi dan tindakan mitigasi untuk
mengurangi potensi kerugian dari proses bisnis yang dilakukan

e. Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Strategi yang telah diimplementasikan
akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan
efektivitasnya dalam mengelola risiko Perusahaan

f. Integrasi dengan Sistem Informasi: Pengembangan dan penguatan sistem
informasi serta teknologi juga mendukung proses ini, memungkinkan
pemantauan risiko yang lebih cepat dan akurat melalui digitalisasi bisnis.

Proses ini memastikan bahwa PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dapat
mengelola eksposur risiko secara efektif dalam rangka mencapai tujuan bisnis
dan menjaga stabilitas finansial perusahaan.

4. Pengendalian Risiko
Proses pengendalian risiko PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) melibatkan Bagian
Manajemen Risiko yang bertanggung jawab menerapkan sistem pengendalian
risiko terintegrasi dan menetapkan limit eksposur. Proses ini juga didukung oleh
tata kelola perusahaan yang kuat, penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas,
serta adanya peran pengawasan dari Dewan Komisaris terkait penerapan
manajemen risiko.
Pilar-pilar Proses Pengendalian Risiko Investasi PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)
yaitu:
a. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab: Bagian Manajemen Risiko

bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko, menerapkan sistem
pengendalian yang terintegrasi, serta menetapkan batas eksposur dan
risiko

b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik: Perusahaan menerapkan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (GCG) yang mencakup keterbukaan,
akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk mendorong pengelolaan risiko
yang efektif dan meningkatkan nilai Perusahaan

c. Sistem dan Prosedur: Dilakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur, dan tata
kerja secara konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk dalam
hal pengelolaan risiko

d. Pengawasan Dewan Komisaris: Dewan Komisaris memiliki tugas untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terkait dengan penerapan
sistem manajemen risiko

e. Penilaian dan Pemantauan Risiko: Proses manajemen risiko yang dijalankan
mencakup kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, dan pemitigasian risiko

f. Mitigasi Risiko: Untuk meminimalkan risiko, dilakukan berbagai upaya
seperti co guarantee, co-branding, dan Re-Asuransi

g. Budaya Kesadaran Risiko: Perusahaan berupaya untuk meningkatkan
kesadaran dan budaya perusahaan di mana setiap pimpinan memiliki
kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan

5. Sistem Informasi manajemen risiko
PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) berupaya untuk memiliki sistem informasi
manajemen risiko melalui transformasi digital dan penerapan Good Corporate
Governance (GCG) serta manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap
proses pengambilan keputusan, meskipun rincian sistem spesifiknya tidak dirinci
secara publik. Perusahaan ini menargetkan digitalisasi di semua proses bisnis
untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi, serta menjadikan
penerapan manajemen risiko bagian dari rencana kerja strategis 2025 dan
upaya perbaikan kinerja BUMD.
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Upaya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko yaitu:
a. Digitalisasi Proses Bisnis: PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) memfokuskan

pada pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung
transformasi bisnis berbasis digitalisasi di semua proses bisnis, baik internal
maupun eksternal

b. Penerapan Manajemen Risiko: Penerapan manajemen risiko yang
terintegrasi adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola
perusahaan dan meminimalkan risiko bisnis

c. Integrasi dengan Tata Kelola Perusahaan: Sistem informasi ini dirancang
untuk menunjang keseluruhan proses bisnis dan pelaporan, serta efisiensi
operasional, yang sejalan dengan penerapan Good Corporate Governance
(GCG)

d. Rencana Kerja Strategis: Dalam Rencana Kerja Strategis, PT Jamkrida
Sumbar (Perseroda) menekankan pentingnya percepatan sistem informasi
dan teknologi untuk mendorong perkembangan bisnis berbasis digitalisasi
dan meminimalkan risiko.

e. Tujuan dan Manfaat
 Peningkatan Efisiensi: Pengembangan sistem informasi manajemen
risiko bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis,
pelaporan, dan operasional Perusahaan

 Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan manajemen risiko yang
terintegrasi, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih terukur dan
meminimalkan potensi kerugian

 Penguatan Kinerja: Upaya ini menjadi bagian dari strategi perusahaan
untuk memperbaiki kinerja dan mencapai tujuannya, yaitu menjadi
perusahaan penjaminan berskala nasional.

Adapun dampak risiko yang dihadapi oleh perusahan adalah sebagai berikut:
1. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan
atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau
adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
1) Implementasi penerapan Disaster Recovery Plan (DRP) pada sistem IT
2) Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai sesuai dengan bidang
masing-masing

3) Melakukan evaluasi secara triwulan terhadap kinerja perusahaan
4) Implementasi pengendalian internal melalui pemeriksaan setiap bagian oleh
Audit Internal

2. Risiko Penjaminan

Risiko Penjaminan adalah risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses
seleksi risiko (underwriting), penetapan IJP (pricing), penggunaan penjaminan
bersama/penjaminan ulang/reasuransi, dan/atau penanganan klaim serta
penerimaan subrogasi.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
1) Penyusunan perjanjian kerjasama yang jelas dan rinci dengan
mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin muncul

2) Secara berkala melakukan rekonsiliasi dengan mitra bisnis termasuk mitra
penjaminan bersama dan penjaminan ulang
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3) Penerapan penggunaan sistem portal dalam pengelolaan klaim dan subrogasi
4) Penerapan sistem stop loss dalam perjanjian kerjasama dengan mitra bisnis

3. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat dari tidak memenuhi atau tidak
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
1) Melakukan updating terhadap peraturan terbaru secara berkala
2) Melakukan penyesuaian atas peraturan yang ditetapkan oleh pihak
eksternal seperti OJK dan Pemerintah Provinsi

3) Selalu mengingatkan bagian terkait tentang kewajiban pelaporan dan
pembayaran iuran OJK

4) Melakukan dokumentasi secara tertib setiap proses bisnis seperti proses
penjaminan, klaim, dan subrogasi

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat dari ketidakmampuan Lembaga penjamin
memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
1) Manajemen arus kas yang teliti dan selalu memastikan adanya ketersediaan
dana yang memadai

2) Pemantauan secara berkala terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan
3) Diversifikasi produk investasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketersediaan
sumber dana

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dari pihak lain dan/atau
kelemahan aspek yuridis yang dapat menyebabkan kerugian Lembaga penjamin.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
1) Ikut melibatkan bagian legal perusahaan dalam penyusunan perjanjian
kerjasama guna melakukan
review hukum terhadap perjanjian yang dibuat

2) Memastikan semua bagian telah mematuhi peraturan perusahaan dalam setiap
kegiatan bisnis

6. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko akibat dari menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi
pasar misalnya suku bunga dan mata uang.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
1) Melakukan diversifikasi produk investasi untuk menghindari
ketergantungan pada satu jenis instrument keuangan

2) Melakukan analisa penempatan investasi secara tepat dan benar sesuai
dengan peraturan yang berlaku

3) Memastikan batas minimum penempatan investasi selalu terpenuhi
4) Memantau perkembangan ekonomi makro secara rutin untuk mengetahui
perubahan Tingkat suku bunga

7. Risiko Strategis

Risiko Strategi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi
yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perusahaan.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
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1) Penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja yang berkesinambungan
dan berkelanjutan serta menerapkan prinsip kehati-hatian

2) Melakukan evaluasi kinerja perusahaan secara berkala baik bulanan maupun
triwulanan dan tahunan

3) Melakukan digitalisasi dalam proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja
perusahaan

4) Melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien serta meningkatkan
produktifitas pegawai perusahaan

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan
pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif.
Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan antara lain:
1) Penerapan praktik tata Kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis

2) Melakukan monitoring dan updating terhadap website dan media sosial
perusahaan untuk merespon potensi isu reputasi

3) Memastikan seluruh jajaran perusahaan mematuhi dan bertindak sesuai
dengan peraturan perusahaan

4) Membentuk unit pelayanan dan pengaduan konsumen serta PPID yang
bertugas merespon keluhan/masukan dari konsumen serta melakukan
pengawasan terhadap informasi yang beredar terkait perusahaan

Budaya mengelola risiko sangat penting untuk dikembangkan di seluruh level
organisasi perusahaan sehingga semua karyawan merasa bahwa pengelolaan risiko
adalah bagian dari tanggung jawabnya. Suatu budaya akan dilaksanakan dengan
efektif apabila dicontohkan langsung oleh manajemen puncak dalam aktivitas
sehari-hari. Budaya pengelolaan risiko berperan penting untuk menjamin
konsistensi dalam penerapan Manajemen Risiko sehingga perusahaan mampu
mencapai hasil yang efisien dan efektif sesuai tujuan yang ditetapkan. Penerapan
manajemen risiko yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen
perusahaan dan menjadi dasar bagi kepentingan operasional. Manajemen risiko
yang kuat dapat membantu pengurus dalam menjaga aset perusahaan, menjamin
tersedianya pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan
perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta mengurangi risiko
kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran lainnya.
Di PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), penerapan manajemen risiko di dukung dengan
sistem dokumentasi yang jelas, mencakup:
1. Kebijakan Manajemen Risiko, sebagai paying utama penerapan risiko
2. Pedoman Manajemen Risiko, berisi penjabaran kebijakan agar lebih operasional
3. Prosedur Penerapan Manajemen Risiko, menjelaskan tahapan proses dan

penanggung jawab
4. Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko, sebagai acuan teknis bagi setiap unit kerja.

Sebagai BUMD yang berperan dalam memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM,
PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent)
dalam proses bisnis. Seluruh strategi pengelolaan risiko telah mencakup risiko
operasional, risiko penjaminan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko
strategis, dan risiko kepatuhan, yang masing-masing dianalisis dampaknya
terhadap kinerja perusahaan.
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